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Latar Belakang  

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan ekonomi, 

sosial, dan ekologi masyarakat lokal. Cirebon sebagai salah satu kota pesisir di Jawa 

Barat dikenal dengan potensi perikanannya yang melimpah, terutama di Kecamatan 

Gunung Jati, Mundu, dan Gebang. Produksi perikanan budidaya di daerah ini 

meningkat tajam dari 17.714 ton pada tahun 2022 menjadi 42.878 ton pada tahun 2023, 

yang menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi pesisir yang cukup signifikan. 

Lebih jauh, ekspor ikan lele asal Cirebon mencapai 23 ton pada tahun 2024, 

memperlihatkan bahwa sektor perikanan tidak hanya berkontribusi pada kebutuhan 

lokal, tetapi juga memiliki daya saing global (Antaranews, 2023; 2024). 

Namun, pertumbuhan tersebut juga menghasilkan persoalan baru, terutama 

terkait pengelolaan limbah perikanan. Limbah berupa kepala, sisik, tulang, maupun 

cangkang kerang seringkali tidak diolah secara optimal sehingga berpotensi 

mencemari lingkungan pesisir. Padahal, sejumlah penelitian menegaskan bahwa 

limbah perikanan dapat ditransformasi menjadi produk bernilai ekonomi, seperti 

tepung ikan, pakan alternatif, pupuk organik, maupun kerajinan berbasis cangkang 

(DPR RI, 2025). Di Cirebon sendiri, terdapat contoh praktik baik melalui usaha 

pengolahan cangkang kerang menjadi produk furnitur dan kerajinan rumah tangga, 

namun praktik tersebut masih bersifat sporadis dan belum diintegrasikan dalam 

kerangka kebijakan ekonomi hijau (DKPP, 2025). 

Dalam konteks budaya, masyarakat pesisir Cirebon memiliki tradisi nadran 

yang merepresentasikan bentuk kearifan lokal. Tradisi ini tidak hanya berfungsi 

sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai media sosial untuk menjaga 

keberlanjutan sumber daya laut. Sayangnya, integrasi nilai-nilai kearifan lokal 

semacam ini dalam kebijakan pengelolaan perikanan dan transformasi limbah 

perikanan masih belum banyak dikaji (Hadid & Surtikanti, 2024). Padahal, literatur 

terbaru menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat memperkuat model ekonomi hijau 

melalui penanaman nilai keberlanjutan, keterikatan sosial, dan tanggung jawab 

kolektif masyarakat (Marlianingrum et al., 2025). 
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Berdasarkan pemetaan studi sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa 

kesenjangan penelitian yang relevan. Pertama, meskipun terdapat praktik 

pengolahan limbah perikanan di wilayah pesisir, penelitian mengenai transformasi 

limbah perikanan menjadi produk ekonomis berbasis kebijakan masih minim, 

terutama di tingkat lokal seperti Kecamatan Gunung Jati, Mundu, dan Gebang. 

Kedua, meskipun kearifan lokal seperti nadran telah diteliti dari perspektif budaya 

dan ekologi, belum ada penelitian yang mengintegrasikannya secara sistematis dalam 

model kebijakan ekonomi hijau. Ketiga, belum terdapat rancangan model kebijakan 

terintegrasi yang memadukan kearifan lokal, prinsip ekonomi hijau, dan strategi 

pengolahan limbah perikanan dalam konteks pengembangan produk ekonomi 

berbasis masyarakat pesisir. 

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan 

integratif yang menggabungkan potensi kearifan lokal, prinsip-prinsip ekonomi 

hijau, serta inovasi dalam pengolahan limbah perikanan. Pertama, penelitian ini 

menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pesisir Cirebon yang dapat dijadikan 

landasan dalam perumusan kebijakan berkelanjutan. Kedua, penelitian ini merancang 

model kebijakan terintegrasi yang tidak hanya berbasis pada logika ekonomi, tetapi 

juga menekankan pada keberlanjutan ekologi dan sosial budaya. Ketiga, penelitian ini 

mengusulkan transformasi limbah perikanan menjadi produk ekonomis melalui 

penguatan industri kreatif dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di 

masyarakat pesisir. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan tidak hanya 

berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing 

lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Sejalan dengan latar belakang, kesenjangan, dan solusi yang ditawarkan, 

penelitian ini memiliki empat tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan 

mendokumentasikan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir Cirebon yang 

relevan dengan prinsip ekonomi hijau. Kedua, mengevaluasi praktik transformasi 

limbah perikanan di tiga kecamatan sasaran serta potensi pengembangannya menjadi 

produk bernilai ekonomis. Ketiga, merumuskan model kebijakan terintegrasi yang 

menghubungkan kearifan lokal, transformasi limbah perikanan, dan prinsip ekonomi 



 
Urgensi Model Kebijakan Ekonomi Hijau untuk Cirebon bermartabat dan Sejahtera |  3 

hijau dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Keempat, mendeskripsikan 

implikasi model kebijakan tersebut terhadap penguatan produk ekonomis berbasis 

limbah perikanan di wilayah pesisir Cirebon. 

Dengan pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis melalui pengayaan literatur tentang integrasi kearifan 

lokal dan ekonomi hijau, serta kontribusi praktis berupa model kebijakan yang dapat 

diadopsi oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam 

mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan. 

 

Apa itu ‘GEPMILw’? TERINTEGRASI KEARIFAN LOKAL DAN T 

GEPMILw merupakan kegiatan ekonomi hijau masyarakat pesisir yang 

memprioritaskan tujuan sosial untuk peningkatan ekomomi masyarakat nelayan 

yang berada diwilayah Cirebon berdasrkan prinsip-prinsip kerjasama antar 

masyarakat, pemerintah dan Akademisi (Perguruan Tinggi). GEPMILw (A Green 

Economy Policy Model Based On Local Wisdom In The Cirebon Coastal Area) adalah model 

kebijakan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal pesisir dalam praktik transformasi 

limbah perikanan menjadi produk bernilai ekonomi di wilayah pesisir Cirebon. 

Secara operasional, GEPMILw disusun dari lima blok bangunan (variabel) berikut : 

1. Kearifan Lokal Pesisir (KLP): meliputi dimensi epistemologis (pengetahuan 

tradisional), sosio-kultural (nilai/norma, institusi lokal), dan teknologis-praktis 

(praktik dan inovasi berbasis lokal). Contoh indikator: mengetahui cara tradisional 

pengolahan limbah, mengikuti aturan adat, hingga inovasi yang memadukan tradisi 

dan teknologi modern. 

2. Kebijakan Ekonomi Hijau (KEH): mencakup integrasi kebijakan dan legitimasi, 

orientasi ekonomi berkelanjutan/prinsip hijau, serta dukungan dan koordinasi 

kelembagaan antar-pemangku kepentingan. 

3. Transformasi Limbah Perikanan (TLP): kemampuan teknis mengolah limbah, 

dimensi ekonomi-bisnis (inovasi, nilai tambah), dan pasar-distribusi (akses pasar, 

jaringan pemasaran). 
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4. Produk Ekonomis Berbasis Limbah (PEBL): ukuran nilai tambah dan inovasi 

produk, daya saing/penerimaan pasar, keberlanjutan produksi, serta praktik ramah 

lingkungan. 

5. Model Kebijakan Terintegrasi (MKT): kolaborasi triple helix (pemerintah–

masyarakat/usaha–akademisi), kapasitas adaptif/ resiliensi sistem lokal, dan 

mekanisme bottom-up serta umpan balik kebijakan. 

 

GEPMILw di Cirebon  

Riset dan instrumen lapangan ditujukan untuk pesisir Cirebon dengan 

responden lintas peran (masyarakat, komunitas, pelaku usaha), serta fokus pada jenis 

limbah ikan, rajungan, dan kerang—sejalan dengan konteks lokal kawasan. 

 

Mengapa GEPMILw itu Penting?  

Urgensi & tujuan kebijakan. Riset ini menegaskan bahwa limbah perikanan 

sekaligus masalah lingkungan dan peluang ekonomi; tujuannya adalah 

mengembangkan model kebijakan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal agar limbah 

berubah menjadi produk ekonomis—sinkron dengan agenda pembangunan 

berkelanjutan. 

 

1. Kontribusi Ekonomi: (value creation & pasar). Inovasi produk 
limbah meningkatkan nilai jual dan margin usaha; indikator daya 
saing meliputi kualitas, penerimaan pasar, dan diversifikasi 
produk. 

 

2. Kontribusi Sosial-budaya: (penguatan modal lokal). 
Nilai/norma adat dan institusi komunitas menjadi tuas 
(tumpuan) legitimasi dan partisipasi publik dalam praktik 
ekonomi hijau. 

 

3. Kontribusi Lingkungan: (reduce-recycle-safe). Proses transformasi 
merubah limbah perikanan dan mendorong praktik zero waste. 

 

 

 

4. Kontribusi Kelembagaan & tata kelola: Kolaborasi triple helix, 
koordinasi Pemerintah, Masyarakat (Komunitas/pelaku usaha), 
Akademisi serta mekanisme bottom-up dan umpan balik 
kebijakan memperkuat implementasi dan rekomendasi model 
kebijakan. 

 



 
Urgensi Model Kebijakan Ekonomi Hijau untuk Cirebon bermartabat dan Sejahtera |  5 

GEPMILw dapat meningkatkan Ketanguhan Ekomoni (economic 

resilience)   

Kekuatan kearifan lokal pesisir,  kebijakan ekonomi hijau dan transformasi 

limbah perikanan dalam membentuk kebijakan terintegrasi ditemukan signifikan 

memperlihatkan bahwa nilai budaya, prinsip ekonomi hijau, dan kesiapan 

teknologi/inovasi limbah secara sinergis mendorong lahirnya model kebijakan yang 

terintegrasi. Hal ini konsisten dengan literatur yang menekankan perlunya landasan 

sosial-budaya (Hadid & Surtikanti, 2024) dan paradigma hijau (UNEP, 2021) dalam 

perumusan kebijakan pesisir yang efektif, serta dengan bukti lapangan bahwa 

transformasi limbah memerlukan dukungan regulasi dan insentif (Sari et al., 2022; 

DPR RI, 2025). 

Peran sentral model kebijakan terintegrasi terhadap produk ekonomis berbasis 

limbah menegaskan bahwa kebijakan adalah pengungkit utama bagi penguatan 

produk ekonomis berbasis limbah melalui kepastian aturan, bantuan teknis, akses 

pembiayaan/pasar, dan koordinasi multi-aktor (Rahmawati & Kurniawan, 2021). 

Implikasi langsungnya untuk pesisir Cirebon adalah perlunya kerangka kolaboratif 

di tingkat kecamatan (Gunung Jati, Mundu, Gebang) antara pemerintah daerah, 

dinas, pelaku usaha, dan komunitas adat/usaha untuk mengakselerasi hilirisasi 

limbah perikanan. 

Kearifan lokal pesisir, kebijakan ekonomi hijau dan transformasi limbah 

perikanan tidak berpengaruh langsung ke produk ekonomis berbasis limbah, tetapi 

berdampak melalui model kebijakan terintegrasi. Artinya, nilai budaya, praktik hijau 

dan kapasitas teknis baru menjadi nilai ekonomi ketika tertopang kebijakan (standar 

mutu, pelatihan, inkubasi, dan rantai pasok). 

Nilai R² dan Q² yang kuat menunjukkan model memiliki kekuatan dan prediksi 

yang memadai untuk konteks pesisir Cirebon. Intervensi paling efektif—berdasarkan 

ukuran efek—adalah memperkuat kebijakan terintegrasi (program bersama dinas 

kelautan, koperasi, balai riset) yang mengikat standar bahan baku limbah, mendorong 

adopsi teknologi pengolahan sederhana (pengeringan, hidrolisis kolagen, kitosan), 

dan membuka kanal pasar (label hijau, e-commerce, pariwisata kerajinan). Secara 
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sosial, pelibatan institusi adat dan forum paguyuban nelayan meningkatkan 

legitimasi kebijakan dan keberlanjutan program—sejalan dengan bukti empiris 

tentang peran organisasi lokal (Marlianingrum et al., 2025; Mustaruddin et al., 2024). 

 

GEPMILw dan Isu Strategis wilayah Cirebon Provinsi Jawa Barat   

1.  Ledakan produksi perikanan & tekanan limbah. Pesisir Cirebon (Gunung Jati, 

Mundu, Gebang) mencatat kenaikan produksi budidaya dari 17.714 ton (2022) 

menjadi 42.878 ton (2023) dan ekspor lele ±23 ton (2024); namun pengelolaan 

limbah (kepala, sisik, tulang, cangkang) masih belum optimal dan berpotensi 

mencemari pesisir. 

2.  Modal sosial-budaya lokal. Tradisi nadran merekatkan nilai keberlanjutan dan 

tanggung jawab kolektif, tetapi integrasinya ke kebijakan pengelolaan 

perikanan/limbah masih minim. 

3.  Peluang ekonomi hijau—transformasi limbah. Bukti dan literatur lokal menunjuk 

potensi konversi limbah menjadi produk bernilai (tepung ikan, pakan, pupuk, 

kerajinan), namun praktik masih sporadis dan belum masuk arsitektur kebijakan 

ekonomi hijau. 

4.  Kesiapan ekosistem kebijakan & pasar. Variabel riset kita sudah memetakan 

koordinasi pemangku kepentingan (pemerintah–akademisi–usaha/komunitas), 

dukungan kelembagaan, inovasi produk, penerimaan pasar, dan replikasi 

proses—sebagai prasyarat kunci implementasi. 

 

Penelitian GEPMILw di Cirebon sebagai dasar Rekomendasi   

Riset menggunakan instrumen terstruktur pada lima variabel (KLP, KEH, TLP, 

MKT, PEBL) dan melibatkan responden lintas peran: masyarakat, komunitas, pelaku 

usaha di sektor limbah ikan/rajungan/kerang. Item mengukur keterlibatan 

kebijakan, koordinasi multi-stakeholder, kapasitas teknis, akses pasar, hingga 

keberlanjutan produksi. 
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GEPMILw di Cirebon : Analisis SWOT  

Strengths (Kekuatan) 

1. Basis produksi ikan kuat; bukti ekspor; komunitas pesisir solid. 

2. Modal kearifan lokal (nadran) menopang legitimasi sosial. 

3. Potensi inovasi & diversifikasi produk limbah. 

4. Fondasi kolaborasi triple-helix tercermin pada item MKT/KEH (kerja sama & 

sinergi). 

 

Weaknesses (Kelemahan) 

1. Praktik transformasi limbah masih sporadis; belum terbingkai kebijakan. 

2. Ketergantungan pada dukungan kelembagaan & koordinasi lintas-OPD belum 

merata (indikator KEH). 

3. Akses pasar dan jaringan pemasaran belum konsisten di semua pelaku (indikator 

TLP). 

 

Opportunities (Peluang) 

1. Agenda ekonomi hijau & hilirisasi pengetahuan—ruang kebijakan untuk 

integrasi kearifan lokal, inovasi, dan UKM pesisir. 

2. Penerimaan pasar & kualitas produk dapat ditingkatkan dengan standar yang 

tepat (indikator PEBL). 

 

Threats (Ancaman) 

1. Risiko pencemaran pesisir bila limbah tidak ditangani; reputasi dan  

2. Stigma di masyarakat bahwa daerah pesisir adalah daerah kumuh (reputasi yang 

buruk) yang menyebabkan daerah pesisir sulit berkembang. 

3. Rendahnya tingkat kesehatan di daearah pesisir akibat polusi dari limbah 

perikanan. 

Berdasarkan analisis SWOT, literatur dan temuan penelitian, berikut adalah beberapa 

kesenjangan (gap) di wilayah Cirebon yang perlu segera diatasi. kesenjangan (gap) 

kebijakan yang perlu diatasi, meliputi : 
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Gap 1 : Integrasi dan koordinasi kebijakan.  

Belum ada kerangka lintas-OPD yang mengikat partisipasi, legitimasi, dan 

koordinasi triple-helix. (indikator Policy Integration/Institutional di KEH). 

Gap 2 : Kapasitas teknis dan sarana pengolahan.  

Keterampilan produksi dan replikasi proses belum merata pada pelaku; 

butuh peningkatan kapasitas dan fasilitas. (indikator TLP2/Replikasi proses). 

Gap 3 : Akses pasar dan standar mutu.  

Saluran distribusi, jejaring pemasaran, dan standar kualitas produk limbah 

belum konsisten. (indikator akses pasar/jaringan/ kualitas/ penerimaan). 

Gap 4 :  Dukungan kelembagaan dan pembiayaan.  

Insentif, pendampingan, dan dukungan lembaga bagi usaha berbasis limbah 

belum sistematis. (indikator KEH6). 

 

Usulan Rekomendasi  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diajukan rekomendasi kebijakan 

sebagai berikut:    

1. Memberikan edukasi/sosialisasi terhadap pemanfaatan teknologi dengan tujuan 

untuk mengembangkan metode baru dalam mengolah limbah yang memadukan 

pengetahuan tradisional dan modern. 

2. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat/ 

komunitas/pelaku usaha dalam rangka mengembangkan usaha berbasis limbah 

perikanan. 

3. Perlu adanya akses pasar sehingga pelaku usaha hasil pengolahan limbah 

perikanan dapat menjual produk olahannya dan membangun jaringan 

pemasaran berkelanjutan produk limbah perikanan. 

4. Diperlukan sinergi multi-stakeholder yang baik dengan pemerintah dalam 

pengelolaan dan menyesuaikan praktik pengelolaan limbah dengan 

perkembangan zaman. 

5. Pelaku usaha harus memperhatikan kualitas produk seperti produk yang 

memiliki daya tahan, bentuk, tampilan dan kandungan kimia sehingga 
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penerimaan pasar dalam hal produk limbah diterima oleh konsumen lokal atau 

luar daerah.  

6. Memudahkan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap kualitas produk olahan limbah perikanan. 

 

Manfaat bagi Pemerintah  

1. Pemerintah dapat mengadopsi perpaduan antara teknologi modern dengan 

pengetahuan tradisional dalam merumuskan kebijakan.  

2. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat/ 

komunitas/pelaku usaha yang mendukung kebijakan pemanfaatan limbah 

perikanan sehingga berdampak pada pengurangan limbah perikanan dan 

peningkatan usaha berbasis limbah perikanan. 

3. Pemerintah membuka akses pasar dan memperluas jejaring yang berkelanjutan 

bagi produk limbah perikanan agar masyarakat/pelaku usaha mendapatkan 

kemudahan dalam memasarkan produk olahannya. 

4. Terbangunnya sinergi multi-stakeholder dengan pemerintah tentang praktik 

pengolahan limbah seiring dengan perkembangan teknologi sehingga dapat 

mengurangi limbah  perikanan sekaligus menambah pendapatan masyarakat. 

5. Pemerintah dapat merumuskan regulasi tentang standar kualitas produk olahan 

limbah perikanan seperti produk yang memiliki daya tahan, bentuk, tampilan dan 

kandungan kimia. 

6. Memudahkan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap kualitas produk olahan limbah perikanan. 

7. Dampak nyata terhadap penurunan beban limbah, tercipta lingkungan pesisir 

pantai yang bersih, hijau dan sehat.  

8. Menciptakan lapangan kerja baru, meningkatan nilai tambah produk limbah dan 

menambah pendapatan masyarakat pesisir.  
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